WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 850.1Kkep.436-3appeliteangda/IX/2023

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENILAIAN

INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian
Indeks Kualitas Kebijakan pada Pemerintah Kota
Bekasi, perlu membentuk Tim Pelaksanaan
Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan
Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada
Pemerintah Kota Bekasi;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3663};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi
‘(, Kepala Bappelitbangda 1

Kepala Bagian Hukum Xy




3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
233);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang
Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 4 Seri
DJ);

1. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli
2023 tentang Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Kualitas Kebijakan (IKK) 2023;

2. Berita acara Rapat Nomor 821.27/2540-
BAR/Bappelitbangda.Litbang Tanggal 11
September 2023 tentang Rapat Pembentukan
Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas
Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas

Kebijakan pada Pemerintah Kota Bekasi.

. Susunan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan

Keputusan ini dibebankan pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.
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KEEMPAT

Tembusan :

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta
akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2023
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1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.
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